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Abstract
Sistem imbalan jasa dalam bidang kenotariatan dipengaruhi oleh dua asas, yaitu asas melayani sebatas upah yang
diterima dan asas melayani sesuai permintaan. Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki
kesempatan untuk menerima honorarium selain dari upah yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan PPAT.
Penetapan honorarium PPAT didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya,
dengan batasan tertentu sesuai dengan UUJN. Selain itu, PPAT juga memiliki kewajiban memberikan jasa hukum
secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Meskipun demikian, kode etik PPAT perlu diperbaiki agar
dapat mengatur persaingan yang sehat di antara mereka. PPAT juga harus memperhatikan pelayanan kepada
masyarakat sebagai prioritas utama, bukan hanya pendapatan pribadi. Keberadaan hukum yang jelas dan
kepastian dalam bidang kenotariatan sangat penting, baik dalam pengaturan yang bersifat umum maupun
penjagaan hukum bagi individu. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan PPAT dapat menjalankan tugas
dengan baik, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan menjaga profesionalisme dalam bidang kenotariatan.
Bahwa pentingnyaaspek-aspek yang mempengaruhi sistem imbalan jasa PPAT, termasuk penetapan honorarium,
kewajiban memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, dan perlunya regulasi yang
lebih jelas terkait kode etik PPAT. Pelayanan kepada masyarakat dan keberadaan hukum yang jelas juga menjadi
fokus utama dalam menjalankan profesi ini. Diharapkan abstrak ini dapat memberikan gambaran ringkas namun
informatif mengenai topik tersebut.
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Pendahuluan

Tanah adalah bagian penting dari permukaan bumi yang memiliki peran vital dalam kehidupan
manusia. Tanah digunakan sebagai tempat kehidupan dan merupakan sumber kehidupan bagi manusia
serta unsur wilayah dalam kedaulatan negara. Tanah di Indonesia memiliki hubungan abadi yang
harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga diperlukan pengaturan dan penanganan
pertanahan. Pengaturan pertanahan bertujuan untuk mencegah permasalahan, konflik, dan
ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan haknya, sehingga masyarakat dapat mencapai
kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan
kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah melalui pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah adalah proses pengumpulan data mengenai tanah tertentu, pengolahan,
penyimpanan, dan penyajian data tersebut untuk jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.
Pemerintah, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), bertanggung jawab untuk melaksanakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia (Muchsin, 2014).

Dalam pelaksanaannya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lainnya. PPAT adalah pejabat yang memiliki kewenangan
untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu tentang hak atas tanah atau hak milik
atas rumah. PPAT memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum terkait kepemilikan tanah
(Limbong, 2012).

Hak kepemilikan tanah dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk melalui proses jual
beli tanah. Jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta PPAT agar memperoleh sertifikat
tanah. PPAT tidak menerima gaji bulanan seperti pegawai lainnya, tetapi mendapatkan
penghargaan berupa honorarium dari klien yang membuat akta. Pengaturan mengenai honorarium
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PPAT tidak menyebutkan jumlah pasti, tetapi batas atasnya adalah 1% dari harga transaksi yang
tercantum dalam akta (Ismaya, 2012). Perbedaan tarif honorarium antar PPAT dapat menyebabkan
ketidaksamaan pelayanan dan menurunkan kehormatan profesi PPAT. Kode Etik IPPAT menekankan

pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat .

Dalam konteks ini, penelitian tentang pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) PP Pengaturan Jabatan
PPAT terkait honorarium PPAT perlu dilakukan untuk penyetaraan pelayanan dan faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan honorarium tersebut. Kepastian hukum dan pengawasan terhadap
honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan aspek yang penting dalam rangka
menjaga kesetaraan pelayanan dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, PPAT
memiliki peran strategis sebagai penegak hukum di bidang pertanahan, yang bertugas untuk
menyelenggarakan pembuatan akta tanah secara profesional dan adil. Dalam pelaksanaan tugasnya,
PPAT menerima honorarium sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.

Keberadaan kepastian hukum dalam pengaturan honorarium PPAT memiliki implikasi penting
bagi masyarakat. Kepastian hukum menjamin transparansi, konsistensi, dan keadilan dalam penetapan
besaran honorarium yang harus dibayarkan kepada PPAT. Selain itu, pengawasan terhadap honorarium
PPAT juga menjadi instrumen yang relevan untuk mengawasi dan mengendalikan praktik-praktik yang
merugikan masyarakat, seperti pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang.

Penyetaraan pelayanan menjadi tujuan yang dikejar dalam upaya mewujudkan keadilan bagi
masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan yang dilakukan adalah dengan memastikan bahwa
honorarium PPAT yang diterima setiap individu PPAT sebanding dengan kualitas pelayanan yang
diberikan. Upaya penyetaraan pelayanan ini penting untuk meminimalisir disparitas dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat dalam hal pembuatan akta tanah, sehingga tidak terjadi perlakuan yang tidak
adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Mewujudkan keadilan bagi masyarakat merupakan hal yang esensial dalam sistem hukum dan
tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks pelayanan PPAT, hal ini mencakup aspek-aspek
seperti ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Dengan adanya kepastian hukum dan pengawasan terhadap honorarium PPAT, diharapkan tercipta
lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan pembuatan akta tanah yang
adil, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Faktanya, masalah-masalah terkait honorarium PPAT telah menjadi perhatian yang signifikan
dalam beberapa tahun terakhir. Banyak laporan mengenai praktik pungutan liar, penyalahgunaan
wewenang, dan ketidaktransparanan dalam penetapan honorarium oleh PPAT. Ketidaktepatan dalam
penetapan besaran honorarium tersebut dapat merugikan masyarakat, terutama mereka yang kurang
mampu secara finansial. Hal ini menyebabkan disparitas dalam akses terhadap layanan pembuatan
akta tanah yang adil dan terjangkau.

Maka dari itu, kepastian hukum dalam pengaturan honorarium PPAT menjadi kunci penting
dalam menciptakan lingkungan yang adil dan transparan. Diperlukan peraturan yang jelas dan tegas
mengenai besaran honorarium yang harus dibayarkan kepada PPAT berdasarkan jenis dan
kompleksitas akta tanah yang dibuat. Selain itu, penting juga untuk menetapkan mekanisme
pengawasan yang efektif guna mencegah praktik pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang oleh
PPAT.

Harapan hukum yang akan dituangkan adalah terwujudnya penyetaraan pelayanan bagi seluruh
masyarakat dalam hal pembuatan akta tanah. Setiap individu PPAT harus memberikan pelayanan yang
sama, tidak tergantung pada latar belakang sosial, kekayaan, atau hubungan personal. Penyetaraan
pelayanan ini juga berarti memastikan bahwa besaran honorarium yang diterima oleh setiap PPAT
sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, tidak akan terjadi
ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan pembuatan akta tanah.

Selain itu, harapan hukum yang lain adalah terciptanya lingkungan yang lebih terbuka dan
akuntabel bagi PPAT serta masyarakat. Pengawasan terhadap honorarium PPAT harus dilakukan
secara ketat dan berkelanjutan, baik melalui lembaga pengawas yang independen maupun melalui
partisipasi aktif masyarakat. Transparansi dalam penetapan honorarium dan pelaporan keuangan
PPAT menjadi kunci untuk memastikan adanya akuntabilitas dalam penggunaan dana honorarium
yang diterima oleh PPAT.
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Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret dalam mengatur
kepastian hukum dan pengawasan terhadap honorarium PPAT. Pertama, perlu adanya revisi atau
penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang honorarium PPAT.
Peraturan tersebut harus memberikan pedoman yang jelas mengenai metode penetapan besaran
honorarium berdasarkan jenis dan kompleksitas akta tanah yang dibuat. Selain itu, peraturan juga
harus mengatur sanksi yang tegas bagi PPAT yang terbukti melakukan praktik pungutan liar atau
penyalahgunaan wewenang dan penting untuk memperkuat lembaga pengawas yang bertanggung
jawab atas pengawasan terhadap honorarium PPAT. Lembaga pengawas tersebut harus memiliki
kewenangan yang cukup untuk melakukan pengawasan secara efektif, termasuk dalam melakukan
audit terhadap keuangan PPAT dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan terkait praktik-praktik
yang merugikan masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas dan independensi
lembaga pengawas tersebut agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan tanpa tekanan
dari pihak-pihak yang berkepentingan, Selain upaya regulasi dan pengawasan, partisipasi aktif
masyarakat juga penting dalam menciptakan keadilan dalam pelayanan PPAT. Masyarakat harus
memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka terkait pembuatan akta
tanah serta hak untuk melaporkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Peningkatan
literasi hukum dan pemahaman mengenai proses pembuatan akta tanah dapat dilakukan melalui
penyuluhan dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi
masyarakat, dan media massa

kolaborasi antara instansi terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, serta aparat penegak hukum, juga perlu
diperkuat. Kolaborasi tersebut meliputi pertukaran informasi, koordinasi dalam penegakan hukum
terhadap pelanggaran terkait honorarium PPAT, serta penyediaan sarana dan prasarana yang
memadai untuk mempermudah pelaksanaan tugas PPAT dan pengawasan terhadapnya.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat
merasakan manfaat nyata dari kepastian hukum dan pengawasan terhadap honorarium PPAT.
Penyetaraan pelayanan dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam hal pembuatan akta tanah
bukan lagi sekadar harapan, tetapi menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat.

Metode

Menurut Aslichati (2018), [Imu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara
atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur
atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang
mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu
fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Hartono, 2006). Penelitian ini menggunakan penelitian
yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum;
kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau
prinsip hukum (Marzuki 2010).

Hasil dan Pembahasan

Kepastian hukum: Artikel mungkin membahas pentingnya memiliki aturan hukum yang
jelas dan jaminan kepastian hukum dalam konteks honorarium PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).
Hal ini dapat berfokus pada kebutuhan untuk mengatur hukum yang terkait dengan honorarium PPAT
agar terjamin adanya ketertiban, transparansi, dan keadilan dalam proses pembuatan akta tanah.

Pengawasan honorarium PPAT: Artikel mungkin membahas pentingnya memiliki mekanisme
pengawasan yang efektif terhadap besaran honorarium yang diterima oleh PPAT. Ini dapat mencakup
peran otoritas atau lembaga pengawas yang bertugas untuk memastikan bahwa honorarium yang
diterima oleh PPAT sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak melanggar ketentuan yang
berlaku. Penyetaraan pelayanan: Artikel mungkin membahas perlunya penyamaan atau penyetaraan
pelayanan yang diberikan oleh PPAT kepada masyarakat. Ini dapat mencakup upaya untuk
memastikan bahwa setiap PPAT memberikan pelayanan yang konsisten, adil, dan berkualitas kepada
masyarakat tanpa membedakan faktor-faktor tertentu, seperti wilayah geografis atau latar belakang

PERFECTO : Jurnal llmu Hukum 67


https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih

\@ PERFEe ' o Jurnal limu Hukum

ideaspublishin

Volume 01 (2) Juni 2023 https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih ISSN: 2987-9752

sosial ekonomi. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat: Artikel mungkin menjelaskan bagaimana
kepastian hukum dan pengawasan honorarium PPAT diharapkan dapat berkontribusi pada
terwujudnya keadilan bagi masyarakat. Ini dapat melibatkan diskusi tentang bagaimana
penyelenggaraan pelayanan PPAT yang baik dapat menghindari praktik korupsi, penyalahgunaan
wewenang, atau ketidakadilan dalam pembuatan akta tanah.

Hasil

Bahwa pentingnya kepastian hukum dan pengawasan honorarium PPAT (Pejabat
Pembuat Akta Tanah) dalam konteks pelayanan pembuatan akta tanah. Artikel menekankan perlunya
aturan hukum yang jelas untuk mengatur honorarium PPAT guna menjamin ketertiban, transparansi,
dan keadilan dalam proses pembuatan akta tanah. Selain itu, artikel menggarisbawahi pentingnya
mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan honorarium yang diterima oleh PPAT sesuai
dengan standar dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Artikel juga membahas tentang perlunya penyetaraan pelayanan yang diberikan oleh PPAT
kepada masyarakat. Upaya dilakukan untuk memastikan bahwa setiap PPAT memberikan pelayanan
yang konsisten, adil, dan berkualitas kepada masyarakat tanpa membedakan faktor-faktor tertentu,
seperti wilayah geografis atau latar belakang sosial ekonomi.

Selanjutnya, artikel menjelaskan bagaimana kepastian hukum dan pengawasan honorarium
PPAT diharapkan dapat berkontribusi pada terwujudnya keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks ini,
pembahasan mencakup upaya untuk mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan
ketidakadilan dalam pembuatan akta tanah melalui penyelenggaraan pelayanan PPAT yang baik.

Pembahasan
A. Pelaksanaan Honorarium PPAT Sebagai Upaya Untuk Penyetaraan Pelayanan Dan Keadilan Bagi
Masyarakat Masih Mengalami Disparitas Hukum

Dalam dunia hukum, pendaftaran tanah adalah hal yang penting dan kompleks. Untuk memenuhi
kebutuhan jasa hukum dalam bidang pendaftaran tanah, masyarakat mengandalkan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT). PPAT memiliki tugas dan kewenangan untuk menjaga dan mengelola data-data terkait
pendaftaran tanah. Kewenangan ini diberikan kepada PPAT tanpa memandang status sosial, baik itu
golongan masyarakat mampu maupun golongan masyarakat tidak mampu. Dalam memenuhi
kebutuhan jasa hukum tersebut, semua masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang sama dari
seorang PPAT.

Sebagai pejabat umum, PPAT menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan
Jabatan PPAT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabatan Pembuat Akta Tanah. Dalam kerangka ini, PPAT berhak menerima uang jasa atau honorarium atas
jasa yang telah diberikannya. Pasal 32 ayat (1) dari Peraturan Jabatan PPAT menetapkan bahwa
honorarium PPAT dan PPAT Sementara, termasuk honorarium saksi, tidak boleh melebihi 1% dari harga
transaksi yang tercantum dalam akta.

Namun, dalam hasil wawancara dengan 10 orang PPAT di DKI Jakarta, terdapat beberapa masalah
terkait efektivitas penegakan hukum. Analisis berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Lawrence M.
Friedman menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum:
substansi hukum, struktur hukum, dan pola perilaku manusia.

Substansi hukum dalam konteks ini mengacu pada norma-norma yang diatur dalam peraturan
hukum. Norma yang dijadikan acuan adalah Pasal 32 ayat (1) Peraturan Jabatan PPAT yang membatasi
honorarium PPAT tidak melebihi 1% dari harga transaksi dalam akta. Namun, terdapat perbedaan
informasi terkait aturan tersebut. Sumber-sumber hukum yang penulis temui mengindikasikan
perbedaan dalam batas maksimal honorarium PPAT. Sanksi administratif akan diterapkan jika terjadi
pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Akan tetapi, tidak ada ketentuan yang menyebutkan proporsi
yang pasti, melainkan hanya mengatur "tidak boleh melebihi" 1% dari harga transaksi dalam akta. Hal ini
menciptakan ketidakpastian mengenai besarnya honorarium yang seharusnya diberikan.

Selain itu, perbedaan nilai transaksi antar daerah juga mempengaruhi implementasi aturan
mengenai honorarium PPAT. Di Provinsi DKI Jakarta, masih terdapat transaksi dengan nilai di bawah
Rp100.000.000. Hal ini menyebabkan honorarium maksimal yang dapat diberikan oleh PPAT sangat
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rendah. Sebagai contoh, jika sebuah transaksi memiliki nilai Rp50.000.000, maka honorarium
maksimal yang bisa diterima oleh PPAT hanya sebesar Rp500.000. Hal ini menjadi dilema bagi PPAT
karena honorarium yang diterimanya tidak sebanding dengan waktu dan usaha yang dihabiskannya
dalam proses pendaftaran tanah. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan kurangnya minat para ahli
hukum untuk menjadi PPAT, mengingat honorarium yang terbatas.

Selain itu, dalam wawancara dengan para PPAT, diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab mereka
tidak hanya sebatas proses pendaftaran tanah. Mereka juga harus melaksanakan tugas lain, seperti
mengurus peralihan hak tanah, pembuatan perjanjian pengikatan jual beli, dan menyusun akta perjanjian
lainnya. Semua tugas ini membutuhkan pengetahuan hukum yang mendalam dan keterampilan profesional
yang baik. Namun, honorarium yang diberikan kepada PPAT tidak memperhitungkan kompleksitas dan
tanggung jawab tambahan yang mereka emban.

Keadaan ini menjadi semakin kompleks ketika PPAT menghadapi tuntutan dan harapan masyarakat
yang semakin tinggi terkait proses pendaftaran tanah. Banyak masyarakat yang menginginkan
pendaftaran tanah mereka selesai dengan cepat dan lancar, namun PPAT terbatas dalam sumber daya
dan waktu yang mereka miliki untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Keterbatasan ini dapat
mempengaruhi efisiensi dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh PPAT.

Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi
tantangan ini. Upaya dapatdilakukan dengan merevisi aturan terkait honorarium PPAT agar lebih sejalan
dengan tingkat kompleksitas dan tanggung jawab yang mereka emban. Selain itu, pemerintah juga perlu
meningkatkan dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada PPAT, seperti pelatihan dan peningkatan
kapasitas, serta memperluas jumlah PPAT yang tersedia untuk melayani masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan pelayanan dalam bidang pendaftaran tanah dapat lebih efektif dan
efisien, serta masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih baik dalam melindungi hak-
hak properti mereka. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan jasa hukum dalam bidang pendaftaran
tanah juga dapat terpenuhi dengan lebih baik, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih
mudah dan terjangkau terhadap jasa hukum yang berkualitas.

B. Kepastian Hukum Dan Pengawasan Honorarium PPAT Sebagai Upaya Untuk Penyetaraan
Pelayanan Dan Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat

Bahwa sistem imbalan jasa bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Undang-
Undang Jabatan PPAT. Terdapat dua asas yang mempengaruhi sistem imbalan jasa, yaitu asas melayani
sebatas upah yang diterima dan asas melayani sesuai permintaan. Hal ini memungkinkan PPAT untuk
menerima honorarium dari masyarakat atas jasa hukum di luar kewenangannya.

Penetapan honorarium PPAT didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang
dibuat. Besarnya honorarium ditentukan berdasarkan objek akta, dengan batasan tertentu tergantung
pada nilai ekonomisnya. Namun, menetapkan nilai pasti sosiologis untuk setiap akta menjadi sulit bagi
PPAT.

PPAT memiliki kewajiban memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu,
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Namun, terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat PPAT
dalam memberikan jasa kepada orang yang tidak mampu, seperti faktor kemasyarakatan dan
kepentingan kantor.

Pendapatan PPAT tidak hanya berasal dari honorarium, tetapi juga digunakan untuk
kepentingan kantor, seperti gaji pegawai dan biaya operasional. PPAT lebih mementingkan pelayanan
kepada masyarakat daripada pendapatan pribadi, dengan harapan bahwa kepuasan klien akan membantu
memenuhi pendapatan PPAT secara wajar. Dalam menjalankan tugasnya, PPAT harus mematuhi
undang-undang dan kode etik notaris, serta memastikan bahwa hukum di bidang kenotariatan diikuti
dengan baik. PPAT tidak dapat menolak permintaan pembuatan akta otentik, kecuali jika ada aturan yang
kurang jelas, dan pelanggaran terhadap aturan dapat dikenai sanksi.

Kendala dalam penerapan Pasal 37 Ayat (2) UUJN termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang prosedur pelaporan, pengawasan dari lembaga terkait, dan batasan pemberian jasa hukum
kepada orang yang tidak mampu.

Kepastian hukum bagi individu terbagi menjadi pengaturan yang bersifat umum dan penjagaan
hukum terhadap individu, dengan negara bertanggungjawab dalam memberikan aturan yang berlakudan
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memastikan pelaksanaannya. Selain itu juga menyoroti pentingnya kode etik bagi PPAT dalam
menjalankan tugasnya. Kode etik tersebut dirancang untuk mencegah persaingan yang tidak sehat
antara PPAT dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Namun, hingga saat ini, kode etik PPAT belum
memberikan panduan yang cukup jelas mengenai persaingan yang sehat di antara mereka.

Dalam upaya untuk mencapai kesetaraan antara PPAT, diatur pula tentang penetapan tarif
minimum jasa PPAT dalam organisasi jabatannya. Hal ini bertujuan agar setiap PPAT mendapatkan
imbalan yang sebanding dengan tugas yang diemban. Selain itu, terdapat sanksi pelanggaran yang dapat
dikenakan jika PPAT melanggar ketentuan terkait jasa PPAT.

Teks juga mengungkapkan bahwa PPAT memiliki kewajiban memberikan jasa hukum kepada orang
yang kurang mampu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, ketertarikan klien yang
membutuhkan, serta kepastian PPAT terhadap status kekurangan kemampuan klien. Namun, terdapat
beberapa faktor yang menjadi kendala dalam memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu,
seperti keterbatasan sumber daya dan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur
pelaporan.

Dalam prakteknya, responden narasumber menyebutkan bahwa pembagian honorarium PPAT tidak
seluruhnya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga digunakan untuk menjalankan operasional kantor,
seperti membayar gaji pegawai dan biaya listrik. PPAT lebih memprioritaskan pelayanan kepada
masyarakat daripada mendapatkan pendapatan yang besar. Mereka berfokus pada tugas yang harus
dilakukan tanpa memperhatikan besarnya pendapatan yang diterima oleh klien.

Dalam rangka memastikan pelayanan yang baik, PPAT diharapkan mematuhi Undang- Undang
Jabatan PPAT dan kode etik notaris. Dengan demikian, PPAT dapat menjalankan tugasnya dengan baik
dalam memberikan jasa kenotariatan kepada masyarakat.

Terakhir, pentingnya kepastian hukum dalam bidang kenotariatan disoroti. Hal ini mencakup
pengaturan yang bersifat umum yang diikuti oleh semua individu, serta penjagaan hukum bagi individu
dalam menjalankan perintah dan aturan yang berlaku. Keberadaan aturan yang jelas dan penegakan hukum
yang baik akan membantu menciptakan lingkungan kenotariatan yang profesional dan terpercaya.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa penetapan nilai ekonomis dari objek
setiap akta dalam praktik pelaksanaan jabatan PPAT & Notaris sudah sesuai dengan ketentuan UU]JN.
Semua pejabatumumyangsudamenyetujuitentang pengaturan honorarium menyatakan supaya harus
memiliki rasa mengikat dan adanya kekuatan paksaan yang disesuaikan dengan ketentuan UUJN.

Tingkat pelaksanaan Hukum mengenai terkait larangan penarikan uang jasa (honorarium) PPAT
termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi
sangat rendah, hal ini dikarenakan dari tiga indikator yaitu substansi, struktur dan budaya hukum yang
diatur Pasal 32 ayat (1) PP Peraturan Jabatan PPAT tidak terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan hukum yang mempengaruhi efektifitas Pasal 32 ayat (1) PP Peraturan Jabatan PPAT yaitu
pengetahuan, pemahamaan, penaatan hukum, pengharapan hukum, budaya hukum dan peningkatan
kesadaran hukum.

Dengan ini PPAT & Notaris akan memberikan jasa hukum kepada orang yang kurang mampu
dengan didasari oleh moralitas dan intergritasi seorang PPAT & Notaris karena ilmu dan wawasan
yang kurng atau berkecukupan mengenai kegunaan dengan mengunakan kewajibannya ini tidak bisa
diterapkannya diprofesilingkungan yang sangat luas yaitu masyarakat.
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